BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 050.3/ /2013

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014

BUPATI KUDUS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyampaikan rancangan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kudus kepada Bupati untuk memperoleh
pengesahan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4421);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan  Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 107);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Kudus Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 113);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU
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Tembusan :

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2012
tentang Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun
2014 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012
Nomor 41);

20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2014 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 16);

: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Program Pembangunan yang Berkeadilan,;

MEMUTUSKAN :

: Mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Kudus
Tahun 2014 yang telah diverifikasi oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari setelah pengesahan, Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah menetapkan Rancangan Akhir
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.29
08:40:06 +07'00'

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;

pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Kabupaten Kudus.



BUPATI KUDUS,



MUSTHOFA
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